
 
 

 
 

PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
     NOMOR 24/PERMEN-KP/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
NOMOR PER.24/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN 

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
Menimbang  : a. bahwa   guna   meningkatkan   terwujudnya   good 

governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang 

diselenggarakan   secara   profesional   dan   bertanggung 
jawab  diperlukan  adanya  pejabat  pengelola  anggaran 
yang kompeten; 

b. bahwa dalam rangka menetapkan pejabat pengelola 
anggaran yang kompeten di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan serta mengakomodir kebutuhan 
organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu 
mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2003    

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang ... 
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  4. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana   telah   diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 154, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 

Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5490); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5603); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   
2006 Nomor   166,   Tambahan   Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

 

 

 9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

14. Peraturan ... 
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  14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

  15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet 

Kerja 2014-2019; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 

tentang Pedoman  Pembayaran dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian 
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan  Kerja; 

  18. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 
PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Kerugian  Negara  di  lingkungan  Kementerian  
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 100); 

  19. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 
PER.20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 483); 

  20. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 
PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1243); 

  21. 

 

 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

  22. 

 

 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor        
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.24/MEN/2012 
TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN PEJABAT 
PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola 
Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1243) diubah sehingga Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 ... 
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Pasal 6 

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk satker 

pusat dijabat oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur 

Jenderal/Kepala Badan atau dalam kondisi dan pertimbangan tertentu 

Menteri dapat menunjuk Pejabat Struktural lainnya. 

(2) KPA untuk satker khusus dapat dijabat oleh pejabat eselon II atau eselon 

III. 

(3) Dalam pelaksanaan  tugasnya, KPA menetapkan  BPP, penanggung jawab 

output, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, verifikator, panitia 

pemeriksa/penerima   barang/jasa,   staf  pengelola   keuangan,  

pengelola sistem akuntansi instansi, dan PPABP. 

(4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PA. 
 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2015  

  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
       
            ttd. 

 
SUSI PUDJIASTUTI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 September 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

          ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1327 
 

 
 


